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Walikota  Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,
Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 56 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
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b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah dipandang perlu
untuk mengubah dan menyesuaikan
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik- Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);
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4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 240);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 56
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  17

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Sekolah Dasar membawahkan:

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Kesiswaan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana;

d. Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahkan:

1. Seksi Kurikulum;

2. Seksi Kesiswaan;

3. Seksi Sarana dan Prasarana;

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat membawahkan:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;

3. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
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f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahkan:

1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama;

3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  18

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Keluarga;

2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
membawahkan:

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dan Surveilan;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan Olah Raga;

3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
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e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan
Kesehatan;

3. Seksi Pembinaan, Pengendalian, dan Peningkatan
Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:

1. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat
Makanan;

2. Seksi Informasi Kesehatan dan Hubungan
Masyarakat;

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  19

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Data, Informasi, dan Penyuluhan Kesejahteraan
Sosial membawahkan:
1. Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan,

Pengawasan Undian, dan Sumbangan Sosial;
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d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas,
Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, Perdagangan Orang,
dan Korban Tindak Kekerasan;

2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

e. Bidang  Pemberdayaan Sosial membawahkan:

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;

2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi
Sosial;

f. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan
Fakir Miskin membawahkan:

1. Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban
Bencana;

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial
Keluarga;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  22

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:

1. Seksi  Perencanaan Lingkungan;

2. Seksi Pencegahan  Dampak Lingkungan;
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3. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi
dan Perubahan Iklim membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara,
dan Lahan;

2. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

3. Seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim;

e. Bidang Persampahan membawahkan:

1. Seksi Penyapuan;

2. Seksi Pengangkutan;

3. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan
Sampah;

f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
membawahkan:

1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Wilayah I;

2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Wilayah II;

3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Wilayah III;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  27

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
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b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Bidang Perindustrian membawahkan:

1. Seksi Industri Makanan dan Minuman;

2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika,
dan Alat Transportasi;

3. Seksi Industri Kimia, Aneka, dan Kerajinan;

d. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan
membawahkan:

1. Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;

2. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;

3. Seksi Distribusi dan Pergudangan;

e. Bidang Promosi, Kemitraan, dan Perdagangan Jasa
membawahkan:

1. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor;

2. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P2DN);

3. Seksi Perdagangan Jasa;

f. Bidang Tertib Niaga membawahkan:

1. Seksi Tertib Niaga;

2. Seksi Pengendalian;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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6. ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  29

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

c. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan:

1. Seksi  Pembangunan Kebinamargaan Wilayah I;

2. Seksi  Pembangunan Kebinamargaan Wilayah II;

3. Seksi  Pembangunan Kebinamargaan Wilayah III;

d. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan:

1. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah I;

2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah II;

3. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah III;

e. Bidang  Sumber Daya Air membawahkan:

1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;

2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II;

3. Seksi Air Minum dan Air Limbah;

f. Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan:

1. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah I;

2. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah II;

3. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah III;
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g. Bidang Tata Ruang, Perencanaan, dan Pengawasan
Infrastruktur membawahkan:

1. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;

2. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Kebinamargaan;

3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;

h. UPTD;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan  Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  31

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

c. Bidang Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas
membawahkan:

1. Seksi Pelatihan dan Kelembagaan Pelatihan;

2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas;

d. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, dan Transmigrasi
membawahkan:

1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;

2.  Seksi Transmigrasi;

e. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan
membawahkan:

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

2. Seksi Kelembagaan Industrial;
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f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  34

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

c. Bidang Lalu Lintas membawahkan:
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
3. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;

d. Bidang Angkutan membawahkan:
1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
3. Seksi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Perhubungan;
e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:

1. Seksi Perparkiran;
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Seksi Teknik Prasarana;

f. UPTD;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  36

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
membawahkan:
1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan

Hortikultura;
2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan

dan Hortikultura;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan dan Hortikultura;
d. Bidang  Peternakan membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Hewan;
2. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan,

dan Pemasaran Hasil Peternakan;
e. Bidang Perikanan membawahkan:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
2. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan;
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

f. Bidang Penyuluhan membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan;
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian;
3. Seksi Metode dan Informasi Pertanian;

g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  37

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman
terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

c. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan:
1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
3. Seksi Penataan Kawasan dan Prasarana, Sarana,

dan Utilitas (PSU) Perumahan;
d. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan Umum,

dan Dekorasi Kota membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Taman;
2. Seksi Pemeliharaan Taman
3. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;

e. UPTD;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  44

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22,
Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal  II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA  BOGOR,
Ttd.

BIMA  ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE  SARIP  HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN  2018 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001
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LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 Januari 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 56 TAHUN  2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH:

1. DINAS PENDIDIKAN TIPE A

KEPALA

BIDANG
PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI DAN
PENDIDIKAN

MASYARAKAT

SEKSI
PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

SEKSI
PENDIDIKAN

KESETARAAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
SEKOLAH

DASAR

SEKSI
KURIKULUM

SEKSI
KESISWAAN

BIDANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

SEKSI
KURIKULUM

SEKSI
KESISWAAN

SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA

SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA

SEKSI
KURSUS  DAN

KELEMBAGAAN

BIDANG
GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

SEKSI
GURU  DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

SEKSI
GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA

SEKSI
GURU  DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

UPTD
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2. DINAS KESEHATAN TIPE A

KEPALA

BIDANG
PELAYANAN
KESEHATAN

SEKSI
PELAYANAN

KESEHATAN PRIMER
DAN TRADISIONAL

SEKSI
PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN
DAN JAMINAN
KESEHATAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

DAN
PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
KESEHATAN

MASYARAKAT

SEKSI
KESEHATAN
KELUARGA

SEKSI
PROMOSI DAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

BIDANG
PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN
PENYAKIT

SEKSI
PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR

DAN SURVEILAN

SEKSI
PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK

MENULAR, KESEHATAN
JIWA DAN  KESEHATAN

OLAH RAGA

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PELAYANAN GIZI

SEKSI
PENYEHATAN

LINGKUNGAN DAN
KESEHATAN KERJA

SEKSI
PEMBINAAN,

PENGENDALIAN  DAN
PENINGKATAN MUTU

FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

BIDANG
SUMBER DAYA

KESEHATAN

SEKSI
PERBEKALAN

KESEHATAN DAN
PENGAWASAN OBAT

MAKANAN

SEKSI
INFORMASI

KESEHATAN DAN
HUBUNGAN

MASYARAKAT

SEKSI
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
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3. DINAS SOSIAL TIPE A

KEPALA

BIDANG
PEMBERDAYAAN

SOSIAL

SEKSI
PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN SOSIAL

SEKSI
KEPAHLAWANAN,

KEPERINTISAN DAN
RESTORASI SOSIAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
DATA, INFORMASI DAN

PENYULUHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI
DATA DAN
INFORMASI

PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SEKSI
PENYULUHAN
SOSIAL DAN

PENGUMPULAN,
PENGAWASAN
UNDIAN DAN
SUMBANGAN

SOSIAL

BIDANG
REHABILITASI SOSIAL

SEKSI
REHABILITASI
PENYANDANG
DISABILITAS,

KESEJAHTERAAN
ANAK, LANJUT USIA,

PERDAGANGAN
ORANG DAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

SEKSI
REHABILITASI  TUNA

SOSIAL DAN
PENYANDANG

MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL LAINNYA

BIDANG
PERLINDUNGAN SOSIAL

KELUARGA DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKSI
PERLINDUNGAN ORANG

TERLANTAR DAN KORBAN
BENCANA

SEKSI
PENANGANAN FAKIR MISKIN

DAN JAMINAN SOSIAL
KELUARGA
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4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A

KEPALA

BIDANG
PERSAMPAHAN

SEKSI
PENYAPUAN

SEKSI
PENGANGKUTAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
TATA LINGKUNGAN

SEKSI
PERENCANAAN
LINGKUNGAN

SEKSI
PENCEGAHAN

DAMPAK
LINGKUNGAN

BIDANG
PENGENDALIAN PENCE-
MARAN LINGKUNGAN,

KONSERVASI DAN
PERUBAHAN IKLIM

SEKSI
PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR,
UDARA DAN LAHAN

SEKSI
PENGENDALIAN
PENCEMARAN

LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN

BERACUN (B3)

SEKSI
KEMITRAAN DAN

PENINGKATAN
KAPASITAS

SEKSI
KONSERVASI

LINGKUNGAN DAN
PERUBAHAN IKLIM

SEKSI
PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI
PENANGGULANGAN

SAMPAH

BIDANG
PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

WILAYAH I

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN WILAYAH

II

SEKSI
PENGAWASAN DAN

PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN WILAYAH

III

UPTD
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5. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE A

KEPALA

BIDANG
PROMOSI, KEMITRAAN
DAN PERDAGANGAN

JASA

SEKSI
PROMOSI DAN

PENGEMBANGAN
EKSPOR

SEKSI
KEMITRAAN DAN

PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI ( P2DN )

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

BIDANG
PERINDUSTRIAN

SEKSI
INDUSTRI

MAKANAN DAN
MINUMAN

SEKSI
INDUSTRI  LOGAM,

MESIN,
ELEKTRONIKA,

TELEMATIKA DAN
ALAT

TRANSPORTASI

BIDANG
SARANA  DAN

KOMODITI
PERDAGANGAN

SEKSI
BINA USAHA PASAR

RAKYAT DAN
SWALAYAN

SEKSI
BARANG POKOK

DAN BARANG
PENTING

SEKSI
INDUSTRI KIMIA,

ANEKA DAN
KERAJINAN

SEKSI
DISTRIBUSI DAN
PERGUDANGAN

SEKSI
PERDAGANGAN JASA

BIDANG
TERTIB NIAGA

SEKSI
TERTIB NIAGA

SEKSI
PENGENDALIAN

UPTD
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6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B

KEPALA

BIDANG
SUMBER DAYA AIR

SEKSI
SUMBER DAYA
AIR WILAYAH I

SEKSI
SUMBER DAYA
AIR WILAYAH Ii

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

UPTD

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN
KEUANGAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG
PEMBANGUNAN

KEBINAMARGAAN

SEKSI
PEMBANGUNAN

KEBINAMARGAAN
WILAYAH I

SEKSI
PEMBANGUNAN

KEBINAMARGAAN
WILAYAH II

BIDANG
PEMELIHARAAN

KEBINAMARGAAN

SEKSI
PEMELIHARAAN

KEBINAMARGAAN
WILAYAH I

SEKSI
PEMELIHARAAN

KEBINAMARGAAN
WILAYAH II

SEKSI
PEMBANGUNAN

KEBINAMARGAAN
WILAYAH III

SEKSI
PEMELIHARAAN

KEBINAMARGAAN
WILAYAH  III

SEKSI
AIR MINUM DAN

AIR LIMBAH

BIDANG
INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

SEKSI
INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN
WILAYAH I

SEKSI
INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN
WILAYAH II

SEKSI
INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN
WILAYAH III

SEKSI
PERENCANAAN ,

PENGAWASAN DAN
KEBINAMARGAAN

SEKSI
PERENCANAAN

DAN
PENGAWASAN
SuMBER DAYA

AIR

SEKSI
TATA RUANG

DAN JASA
KONSTRUKSI

BIDANG
TATA RUANG,

PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN

INFRASTRUKTUR
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7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE B

KEPALA

BIDANG
PELATIHAN,

PEMAGANGAN DAN
PRODUKTIVITAS

BIDANG
PENEMPATAN,

PERLUASAN KERJA DAN
TRANSMIGRASI

BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN KELEMBAGAAN

SEKSI
PELATIHAN DAN
KELEMBAGAAN

PELATIHAN

SEKSI
PEMAGANGAN  DAN

PRODUKTIVITAS

SEKSI
PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KERJA

SEKSI
TRANSMIGRASI

SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN SYARAT KERJA

SEKSI
KELEMBAGAAN

INDUSTRIAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
KEUANGAN  DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

UPTD



23

8. DINAS PERHUBUNGAN TIPE B

KEPALA

BIDANG
LALU LINTAS

BIDANG
ANGKUTAN BIDANG

SARANA DAN PRASARANA

SEKSI
MANAJEMEN LALU

LINTAS

SEKSI
REKAYASA LALU

LINTAS

SEKSI
ANGKUTAN DALAM

TRAYEK

SEKSI
ANGKUTAN TIDAK
DALAM TRAYEK

SEKSI
PERPARKIRAN

SEKSI
PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI
TEKNIK PRASARANA

SEKSI
PENGENDALIAN DAN

KETERTIBAN

SEKSI
KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN
EDUKASI

PERHUBUNGAN

UPTD
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9. DINAS PERTANIAN TIPE B

KEPALA

BIDANG
TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

BIDANG
PETERNAKAN BIDANG

PERIKANAN

SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA

TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

SEKSI
PRODUKSI DAN
PERLINDUNGAN

TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

SEKSI
KESEHATAN HEWAN

SEKSI
PEMBIBITAN DAN

PRODUKSI TERNAK

SEKSI
SARANA DAN
PRASARANA
PERIKANAN

SEKSI
PRODUKSI DAN

KESEHATAN IKAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL

PERIKANAN

SEKSI
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
TANAMAN PANGAN

DAN HORTIKULTURA

SEKSI
KESEHATAN

MASYARAKAT
VETERINER,

PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL

PETERNAKAN

UPTD

BIDANG
PENYULUHAN

SEKSI
KELEMBAGAAN

SEKSI
PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
MANUSIA

PERTANIAN

SEKSI
METODE DAN
INFORMASI
PERTANIAN
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10. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TIPE C

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

KEPALA

BIDANG
PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

BIDANG
PERTAMANAN,

PENERANGAN JALAN UMUM
DAN DEKORASI KOTA

SEKSI
PENATAAN BANGUNAN

DAN LINGKUNGAN

SEKSI
PENGAWASAN

PENGENDALIAN

SEKSI
PEMBANGUNAN

TAMAN

SEKSI
PEMELIHARAAN

TAMAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI
PENERANGAN JALAN
UMUM DAN DEKORASI

KOTA

SEKSI
PENATAAN KAWASAN

DAN PRASARANA
SARANA DAN UTILITAS

PERUMAHAN

UPTD


